LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

" Nomor : 2 Tahun 1989 Sorie : B ; Nomor : 2
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PERATURAN DABRAH KABUPATLYN DAERAH TINGKAT II MAGLLANG
NOMOR : 7  TAHUN 1988
TENTANDG

FZIRUBAHAN KOLIMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELALG
NOMOR : 1/DPR TANGGAL 15 JANUARI 1957

TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

DENGAI! RAHMAT TUHAN YAHG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELALG

Mieninbang : a, bahwa Feraturan Daerah Kabupeten Magzslang
Nomor 1/DPR tanggal 15 Januari 1957 , ten
tang Pemotongan Ternak sebageimana diubal
terakhir dengan Peraturan Deserzh Ksbupa-
ten Daerah Tingkat II Magelang liomor 5 Ta
hun 1980 tentang Perubahan yang keempat -
kali Peraturan Daecrah Kabupaten Magelanz-

tentang Pemotongan Ternak sudah t.lda.k 32
suail lagi dengan keadaan dewasa ini ;

bs pahwa dipandang perlu mengadakan perutah

an terhadap Peraturan Daerah tersecbat.

Mengingat : 1., Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-~pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Pera
turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten-
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
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3. Hinder Ordenantic (Staatsblad 1926 Nomor
226 yang diubah terakhir kali dengan -
Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450)

4. Undang-undeng Larurat Nomor 12 Tahun -
1957 tentang Peratucan Umum Retribusi Da
erah ;

5, Undang-undang Mmor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Ke
sehatun llovan

6, Undang-undang Nomor & Tahun 1987 tentang
Hukum Acere Pidana jo Peraturan Pemerin
tah Nowor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksa
naan Kitab Hukum Acara Pidana ;

7. Peraturan Daerah .iabupaten DaerahTingkat
I1 Magelang Nomor 7 Tahun 1986, tentang
Ijin Tempat Usaha ;

8. Peraturan Daerah KabupatenDeaerah Tingkat
11 Mage}ang Nomer 9 Tahun 1386 , tentang
Pengaturan Kewbali tentang Biayz Adminis
trasi Perijinan dan Rekomendasi ;

Mendengar : Pembicaraan-pembicarasan dalam sidang Pari-
purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Magelang pada hari -

ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II llagelang

MEaMUYTYUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KaBUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGEL..JC PENTANG PERUBAHAN KELIMA PERA
TURAN DAERAH KABUPATEN NAGELANG NOMOR : 1/
DPR TAHUN 1957 TANGGAL 15 JANUARI 1957 TEN
TANG PEMOLUMAN TERLIAK.
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Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1/DPR tanggal
15 Januari 1957 tentang Pemotongan Ternak yang telah di

undangkan dalam Lembaran Daerah Propingi Jawa Tengah -
tanggal 15 Oktober 1957 (Tambahan serie C Nomor 56)yang
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang,

a. Nomor 19/DPR tanggal 24 Mei 1961 tentangz Femotongan
Ternak yang telah disyahkan dengan surat Keputuszn -

Gubernur Ke Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal
2 Nopember 1961 Nomor HL.6/4/3 dan diundangkan dales

Lembaran Daerah Jawa Tengeh lNomor 58 Tahun 1962, Ge
rie C.

b. Nomor 9/DPR tanggal 7 September 1964 tentang Pemo -
téngan Ternak yang telah dispahkan dengan surat Hepu
tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah-
tanggal 24 Oktober 1965 Nomor : HL,6/2/5 dan ci un-
dangkan dalan Lembaran Daerah Kabupaten Hagelang o
mor 1 Tahun 1966 Serie C,

¢, Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 9 Januari 1975 tentan: Re
tribusi Pemotongan Ternak yang telah disyahkan de -
ngan surat Keputusan Gubernur Kepala Daersh Tingkst
I Jawa Tengah tanggal 24 April 1975 Nomor Huk. 64/21
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawe Tengzh No

nor 54 Tahun 1975 Serie C,

d, Nomor 5 Tahun 1980 tanggal 17 liei 1980 tentang Peno
tongan Ternak, yang telah disyahkan dengan surat Ke
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingket 1 Jawa Tengah
tanggal 13 September 1980 Nomor 188,3/173/1980 dandi
undangkan dalan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1980 ; Serie C. di

~ubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan dibaca :
PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

B.. Mim- "EEEEE R
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a.  Tulisan A, Ketentuan-ketentuan Unum dan pesal 1 diu
bah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN - KETSIfL..N ULUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang diuaksud dengan
a, Pemerintah Dacrah adalah Penerincah Kabupaten Daerah

Tingkat II Magelang,

b. Bupati Kepala Daerah adalah Buptti Jepala Daerah Ting
kat II Magelang.

¢c. Kabupaten adalah Kauupaten veereh Tingkat II Megelang.,

d. Dinas Pebernakan adulah Dinas Peterrakan Kabupaten Deze
rah Tingkat II Magelang.

e. Hewan adalah Xuda,Kerbau, 3api, Domba,Kanbing dan Eati

f. Daging adalah semua begian dari hewan yang telah dipo
tong, kecuali kulit, tanduk, kuku dan cakar.

g. Menjual daging adalah mengclah, mengerjakan,menjual,me
nawarkan, menyerahkan, menukarkan, mnembagi atau mempu
nyai persedisan daging uatuk dijual.

h. Tempat menjual daging adalah persil tempat daging diju
al.

i. Rumah pemotongan hewan acdalah halaman atau bangunan
yang dikuasai oleh Pemeriateh Dacrah dan digunakan
bagai tempet pemotongan hewali, '

jo Tempat pemotongan pwesta adalah halapan atau banguian
yang tidak dikuasail oleh Femerintah Daerah dan diguna
kan scbagai tempat pemolungan hewan,

k, Jagal arang ateu badan hwiunm yeng mengusahakan tempat
pemotongan & penjuelan daging sebagai natapencaharian,

1, Daerah kerja pemotongan adalal luas suatu Daerah yang
berjari-jari 5 Km dari rumah pemotongan hewan,

L

€

c. Pasal. sassmanen
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11 .
C. Phnal 3 diubah dan dibaca : . “ha,:
(1) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal, jika ti
dak mendapat ijin tertulis dari Bupati Kepala
Daerah .

(2) Surat permohonan ijin harue memuat nama dan -
tempat tinggal si pemohon perta tempat PFerusa
haan yang akan didirikan.

" D Pasal 4 diubah dan dibaca :
(1) Permohonan ijin ditolak apabila :

a. Dalam tahun permohonan diajukan,suatu ijin
yang teleh diberikan sebelunnya kepada pe
mohon, telah dicabut bukan atas permintaan
sendiri ;

b Bartentangun dengan keamanan ketertiban &
kepentingan unmum,

(2) Penolakan terhadap permohonan ijin harus ditu
angkan dalanm surat Keputusan Bupati Kepalz D=

erah dengan disertai alasan-alasan yang kuat.

E. Tulisan B, tentang Cara Pemotongan ternsk dan men
jual daging, pasal 6 dan 7 ayat (1)giubah memjadi
dan dibaca sebagai berikut :

-

BAB II

TENTANG PEMOTONGAN: HEWAN DAN
PENJUALAN DAGING

Pasal 6

(1) Pemotongan hewan dilakukan dengan cara menyem
belih atau memotong leher atau meautuskan pem
buluh~pembuluh darah besar leher atau jantung
dengan mengindahkan ketentuan agama,keyakinan

dan kepercayaan masing-masing.

— 2. Paﬂal 7-.-
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e e = Pasul 7

(1) Semua orang yang bekerja pada rumah/tempat pemo-
ﬁgngan howﬁp dan pen’ualan daging, harus berpa-
18n bergih,

Pasal 8 diubah menjadi dun dibaca sebagai berikut :

Tempat pemotongan swasta harus mempunyai atau dileng
kapl dengan

a. Lantai daser yarg tek manghiaa air Al
b. E&luranzailu:an plesteran untuk mengalirkzn air ;
Alr pembilas

Ce :

d. Kait-kait deging dari logam yang digos ok bersih~
bersih sampal rengitilap ;

e, Ruang tempat penyinpanen daging yang mendapat udz
ra culkup dan tidex dapal dimasuki lalat.

Pasal 9 diubah.menjadi .dun dibaca sebagai berikut :
Tempat penjualan daging herus mempunyal atau dileng-

‘kapi dengan :

a., Tempat.penyimpanan daging yang mendapat ud&f& cu-
kup dan hanya dipergunakan urtuk menyimpan da -
ing
ba E;ja ﬁpiuk tempet menjual daging yang dilapisi dg
ngan seng atau‘dibuat dari bahan yang tidak dapat
menghisap ait dan capat nudah dibersihkan ;
c. Kait-kait daging dari logar yang digosok bersih -
bersih sarjal-mengkilap.

Pasal 11 -diubah dan dibaca:

1'(1) Tempal jenotongan dan penjualan daging beserta -

peralatannys herug selalu dalam keadaan bersih ;

(2) Selama waktua penjualan, deging harus dilindungi
agar tidak kena penguiuh langsung dari sinar ma-
tahari, air aujan, debu, ¢orangga atau pengaruh-
pengaruh lain yang depat mengurangi mutu daging
itu untuk dikonsomsikan ;

(3) Kedalam. daging yang akan ¢tau sedang dijual ti -

dal bﬁlﬂh ssdtsssssasaninsee
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boleh disemprotkan air (inspuiten), daging tidak
boleh dioles dengan lemak atau diker jakan dengan
cara-cara lain yang dapat menyebabkan sifat-pi -
fat daging itu berubah,

I, Tulisan C tentang Tempat Penmotongan Umum dan ling -
kungan pemotongan dan pasal 13, diubah menjadi dan

dibaca sebagai berikut :
BAB III
TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN
DAERAH KERJA PEMOTONGAN

Pasal 13

Bupati Kepela Daerah menentukan tempat-tempat untuk-
didirikan Rumah Pemotongan Hewan,

Je Pasal 14 diubah dan dibaca :

(1) Semua hewan yang termasuk didaerah suatu daerzh
kerja Rumah Pemotongan llewan harus dipotongz di -
Rumah Pemotongan Hewen itu ;

EEJ Di dalan daerah kerja Rumah i‘emutnngan Hewan di-
larang memotong hewan selain di Rumah Pemotongzn

Hewan itu :

(3) Dilarang memasukkan daging kedalam suatu dserah
kerja Rumah Pemotongan Hewan ;

(4) Dari larangan tersebutl dalani.ayat 3 dikecuaslikan
daging yang akan dipergunakan untuk keperluan -
gsendiri akan tetapi sebanyak-banyaknya hanya sag
pai 2 (dua) kilogram dan yang telah diperiksa -
oleh petugas yang berwenang untuk itu dengan ha-
sil baik,

K., Diantara pasal 14 dan 15 disisipkan pasal baru yang
berbunyi :
Pasal 14 a

Dari larangan tersebut dalam pasal 14 ayat 2 Peratur
an Daerah ini dikecualikan i

A Hﬂﬁﬂ'tﬂﬂﬁ YTl L]
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a. Memotong hewan tersebut dalam pasal 14 ayat 2 Per
aturan Daerah ini ;

be. Memotong hewan apabila dagingnya tidak dijual ;

¢, Memotong hewan diteapail yang tidak ada Rumah Pemg
tongan hewan,

L. Pasal 15 ayat 3 dan 4 diubah dan dibaca i

(3) Bupati Kepala Dacrah venetapkan suatu ketentuan
tentang penguasean dan pemakaian Rumah Pemotong-

an Hewan,

(4) Bupati Kepale Daerah melaksanakan pengawasan =
ates penpuasaen halaman-halaman dan bangunan-ba-
ngunan yang termasuk dalam Rumah Pemotongan He-
WEl,

M. Tulisan D, Tentang pemeriksaan ternak pemotongan dan
pemeriksaen scrta penbubuhan tanda cap pada daging -
dalen lingkungan pemotongan dan pasal 16, diubah men
jadi dan dibaca sebagal. be rikut :

BAB 1V
TENT4ANG PEMERIKGAAN huWAN FOTONG DAN PEMERIKSAAN
SERTA PEMBUBUILLN TANDA CAP PADA DAGING
DALAM TAERAH LiERJA PEMOTONGAN

Pasal 16

(1) Kecuali dalsm hel-hal seperti termaksud dalam pa
sal 14 ¢ sub bt dan ¢ dan pasal 20, dilarang dida
len daerah kerjas fumah Pe motongun Hewan meno =
tong hewan tanpa seijin juru periksa ;

(2) Juru pepiksa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 -

pasal ini baru akan memberi ijin bila seluruh rg
tribtusi dan pajak untuk hewan itu telah dilunasi

dan hewan tersebut bukan hewan yang produktip un
tuk diautil keturunannya ;

(3) Setelah diperiksa dan hasilnya baik, oleh juru =

periksa dibubuhi cap tanda baik pada galah satu
tanduknya atau jika hewan itu tidak bertanduk, pa

da salah satu kukunya, Untuk hewan babi disedia-
ClPe ee rassen
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cap tersendiri,.

N, Pasal 17 diubah dan dibaca :

(1) Jika hasil pemeriksaan tersebut pada pasal 16 -
Peraturan Daerah ini ternyata hewan itu mengidap
atau diduga mengidap penyakit menular, maka juru
periksa harus segera melaporkan hal tersebut ke-
pada Bupati Kepala Daerah ; ,

(2) Pemberian ijin untuk memotong hewan yang mengi -
dap atau diduga mengidap penyakit sebagaimana di
maksud pada ayat 1 pasal ini ditunda ;

(3) Penberian ijin untuk memotong hewan yang dalanm
keadaan lelah harus ditunda pula, :

&
"

0. Pasal 19 ayat 3, 4, 5, 6 den 7 diubah dan dibacg : ‘'

(3) Bagian-bagian hevan yang telah dipotong, yang ba
sil pemeriksaannya baik lalu djbubuhi ecap dan
tinta cap tidak boleh mengandung racun, Untuk he
van babi disediakan cap khusus yang bentuk/war-
na tintanya berbeda ;

(4) Bagien-bagian yang tidak baik dimusnahkan.;

(5) Apabila daging hanya dapat dipandang baik sete =
lah mengalami suatu pengolahan, maka cara pengo-
lahannya itu ditentukan oleh juru periksa ;

(6) Setelah daging mengalami pengolahan seperti ter-
sebut pada ayat 5 pasal ini selanjutnya dibubuhi _
cap oleh juru periksa sebagaimana tersebut pada «
ayat 3 pasal ini ; '

(7) Dilarang menjual daging yang tidak dibubuhi cap
sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal ini,

P, Pasal 20 diubah dan dibaca :

(1) Dalam keadaan luar biasa, seperti : Hewan yang
akan dipotong patah tulangnya, luka berat atau
sakit keras, maka didalam daerah kerja Ruaah Pe-
motongan Hewan diperkenankan memotong hewan ter-
sebut diluar [wrah lemotongan H wan, dengan me -
ngingat ketentuan dalam Agama/keyakinan/keperca-
yaan masing-nasing ;

(2) Dalam coevacsscces
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(2) Dalam hal-hal seperti tersebut dalam ayat 1 pa -
sal ini, pemiiik hewan harus segera melaporkan -
kepada juru periksa untuk diadakan pemeriksaan -
seperlunya guna neniapatkan ijJin pemnotongannya ;

(3) Pemotongan hewen diwakeikan oleh juru periksa j

(4) Pemeriksaan.dan pembubuhan cap pada deging dalan
hal-hal dimek%svd rasal ini dilakukan ditempat hg
wan itu dipotong.

Q. Pasal 21 diubah dan dibaca :

(1) Jike suatu upacara keagamaan, keyakinan atau ke-
percayaun (kurban,kekal atau cio keo) harus dilzs

kuken deagan disertai pemotongan hewan, yanghge-
nurut ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah -

seharusnye dipotong di jumah Pemotongan Hewan,za

ka atas pemberitaluan yang berkepentingan, dii -
jinken memotong hevan yang dimaksud diluar Runah

Penotongan Hewen j

(2) Hewan tersebut pada ayat 1 pasal ini sebelun di-
potong lcbih dahulu diperiksa oleh juru periksa.

R, Pasal 22 diubah dan dibaca :

Peneriksaan-penmeriksaan tersebut dalam pasal 20 dan
21 tidek dikenckan bee peweriksaan seperti tercantum
dalan pascl 25 ekan tetapi hanya dikenclan pembayar-
an biaya-biaya perjalanan juru periksa yang dihitung
Rp. 100,00 (s>retus rupiah} tiap kilometer, dengan -
mininum Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah),

S, Tulisan E, Tentang tempat penyimpanan umun untuk de-
ging dan pasal 23, diubah nenjadi dan dibaca sebagal
berikut

BAB V
TENTANS TEMPLT PENYIMPANAN DAGING
DI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
Pesal 23

(1) Di ‘Rumah Pemotongan Hevan dapat diadakan tempatb
pen}"il;lpunﬂn TTELEREL L
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¢ - penyimpanan daging j
(2" Dimana adan tenpat penyimpanan daging, dilarang
menbawva daging keluar Rumah Pemotongan Hewan,
sebelun daging itu disimpan ditempat penyimpan
ari selama waktu yang ditetapkan, kecuali jero-
an hevan yang telah dipoteng itu,

T. Penulisan F. Tentaﬁg'kandang-kandang diteipat peng
tongan unun den pasal 24, diubah dan dibeca :

B A B VI
'TENTANG KANDANG = KANDANG DI TEMPAT :
* RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 24

Ditempat-tempat Rumah Pemotongan Hewan dapat diadz
ken kendang-kandang untuk nmenitipkan hewan,

U. Tulisan G, Tentang tarip-tarip dan pasal 25, diu -
beh pmenjadi dan dibaca sebagai berikut :

BAB VII
TENTANG TARIP - TARIP
Pasal 25

(1) Untuk pemotongen tiap ekor dikenakan retribusi
sebagai berikut :
ae Sapi, kerbau dan kuda syseeeee Rpe 24000,00
be Donba dan kanbing Sesssissenns @. 400,00
c' B ﬂ- b i (E R B DA EEEEENENENENNTS] @. BGW’W

(2) Untuk pemeriksaan daging tiap ekor dikenakan -
retribusi sebagail berikut :

B, Sﬁ.pi, Kerbau dan kuda sececsss @' W,DU
b, Domba, kambing eseee sevescass Rpo 200,00
Co B.B8 b 1 sssenvevsesssancece RPe 1.000,00

(3) Untuk pemeriksaan daging ulang tiap ekor dike-
nakan retribusi sebagai berikut :

a, Sapi, kerbau dan kuda sessvees e 800,00

be Ihﬂbﬂ' kﬂlﬂhinx shasissensissees Nbe 200,0(!
Qs Bablseececnsecne

L
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CGe B 8 D 1 sescvsscncssosicnces Rp. 1.000100

(4) Untuk penitipan hewan dikandang/hari tiap ekor
dikenakan retribusi : '

A, Sﬂ.pi, kﬁrbﬂu dﬂ],l KMAR sssscinne ".pg 600,00
b, Ihﬂbﬂ.' kanblng sesssssssssseses HPe 200’00
c. B a b 1 sessssssvsstccncncee RP- 1-000,[]0

(5) Untuk pemerikcaan koschatan hewan tiap ekor di-
ken&kan rﬂtribuﬂi YT I L T pr 250,00

(6) Untuk Liaya penimbangan hewan (kecuali domba -

dan karbing) tiap ekor dikenakan retribugi ....
250,00

l’llllililllllll!l.!li!t!.liili'i'. RP.

V. Penulisan H, Ketentuau-ketentuan pidana dan pasal
26, diubsh cen dibace

3 A8 VIII
KU ENTUAl = IOSTENTUAN PIDANA
Pasal 26

Barang siapa melanggar ketentuan larangan - larang-
an dan atau tidak wemenuhi kewajiban-kewajiban ter
cantun dalan pasal 3 iyat 1, pasal 7, pasal 8, pa -
sal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 14 ayat 2 dan .3,
pasal 16 ayat 1, pasal 19 ayat 7, pasal 23 ayat 2

dihukun dengan kukuman kurungan selama-lamanye © -
(enam) bulen atau denda setinggi-tingginya eveseves
Rp. 50,000,00 (lima puluh ribu rupiah),

W. Pasal 27 diubah cdan dibaca :

(1) Jika ade jagal,yang tidak memenuhi ketentuan-ke - °
tentuan dalem Peraturan Laerah ini atau aturan-a-
aturan dalan peraturan tersebut dalam pasal 15 =
ayat 3, mea getelah diberi peringatan seperlu -
nya, ijin untuk menjalankan usaha jagal itu dapat
dicabut oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2) Jagal dapat mengajukan permohonan ijin baru, setg
lah berjanji ekan memenuhi dan mentaati serta ne-
laksanakan segala ketentuan yang berlaku, dengan

mengingat seevesssasan
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mcngingat pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah ini,

X, Tulis:n I. Ketentuan-ketentuan penutup dan pasal 29, di
ubah menjadi dan dibaca sebagai berikut :

BAB IX
KETENTUAN - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

(1) Pangawnﬁan atas pentaatan ketentuan-ketentuan dan -
penyidikan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Dacrah

ini ditugaskan juga kepada Dinas Peternakan, dan da
lan Daerah kerja Ruuah Pemotongan Hewan, kepada ju-
ru periksa yang bersangkutan ;

2) Petugas-petugas ponyidik pelanggaran terscbut pada
(2) ayat 1 pasal ini, berhak juga memasuki teupzt penju
alan daging untuk nengadakan pemeriksaan seperlunya.

Y. Pasal 29 ini ditanbah dengan satu ayat, dan dibaca :
(3) Penyidik terhadap pelanggaran Perda ini selain dilz
kukan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesiz -
yang bertugas menyidik tindak Pidana dapat jugz di-
lakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri GSipil
dilingkungan Pemerintah Daerah yang bersanzkutan ke
wvenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesusi de-

ngan Peraturan Perundang-undangan yang berlalku,

Ze Pasal 30 diubah dan dibaca :

(1) Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini ti
DAK BERLAKU LAGI " Slachtverordening Regentschap g
gelang " tanggal 22 April 1932, diundangkan dalam -
Provinciaal Blad tanggol 7 Nopember 1532 ( Bijvoeg-
gel Serie C Nomor 15 ) sebagaimana telah diubah dan
ditambah, terakhir dengan Peraturan Daerah Tanggal® .~
2 Juni 1953, disahkan olch Dewan Pemerinpah Daerah
Propinei Jawa Tengah dengan Sumt Keputusan tanggal
21 Desember 1953 Homor : U96/8/14 dan diundangkan -
dalan Lembaran Daerah Propinsi Jawva Tengah tanggsal
9 Januari 1954 ( Tambahan Seri C ; Nomor 1 ),

(2) Semua ijin untuk menjalankan perusahasn jagal yang
diberikan sebelum saat mulal berlakunya Peraturan Da
ﬂrﬂh i-ni ..l.llli.‘l‘!t-i..
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ini tetap berlaku, den diauggep sebagai diberi-be
rikan berdasarkan Poraturan Deerah ini.

Pasul 1II

peraturan Daerah ini berlslu gejak tanggal diun -
dangkan.

pan agar setiup orang mengetahuinya, memerintah -
kan mengundangkan Peraturan Deerah ini dengan ne
nempatkan di daluaa Tewbaran Daerah Kabupaten Dae
rah Tingkat IT Mage.ang.

Kota Mungkid, 19 September 19gg

D.P.R,D, BUPATI KEFALA DARRAH TINCGEAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA
ttd ttd
H. RAMELAN MOHAMAD SOLIHIN

Disyahkan dengan Keputusaan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 26 Derenber 1938, pomor ; 188,3/287/1988
An, SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINCKAT I JAWA TENGAH
KEPALA BIRO HUKUNM

ttd

'R. ABDORL MOECHNI, SH,
NI® 50U 037 588,
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 2 Tahun 1989, tanggal 18 Pebruari 1949

Serie B ; Nomor 2
Sekretaris wilayah/Daerah

ttd

Drse TOEHADI
NIP. 500 031 722
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT II MAGELANG
NOMOR : 7 TAHUN 1988

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II mAGELANG
NOMOR : 1/DPR TANGCAL 15 JANUARI 1957

TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

I. PENJELASAN UMUM.

Seperti diketahui bahwa dalam rangka neningkestkan
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang, antara lain diperlukan tersedianya dana
yang sebagian besar diperoleh dari Pendapatan Asli -
Daerah ( PAD )l

Diantara Pendapatan Asli Daerah termasuk diantarz
nya adalah Retribusi Pemotongan Hewan yang Peraturan-

nya telah ditetapkan didalam Peraturan Daerah lomor 5
Tahun 1980,

Sebagai sasaran ditetapkannya Retribusi Pemotong-
an Hewan adalah untuk meningkatkan prioritas sarzna -
tempat Rumah Pemotongan Hewan dan pengawasan kesehat-
an daging.

Didalam kenyataan, pada umumnya yang tercantum di
dalan Peraturan Daerah tersebut, sudah tidek sesuai -
lagi dengan tingkat perkembangan umunnya dan perkem =
bangan ekonomi khususnya pada saat ini, sehingga perL
lu diadakan peninjauan kembali,

Untuk maksud tersebut, maka terdapat Peraturan Da
erah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Retribusi Pemotongan
Ternak dan Peraturan Daerah Nomor 1/DPR Tahun 1957, -
perlu diadakan perubahan-perubahan terhadap pasal-pa-
sal yang tidak sesuai lagi. -

11,PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I,
A, Gukl.lp T R N T T R A N R R
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.A.
B.
Ce
D.

L.
M.
ﬁ‘

Cukup
Cukuy
Cultup
Cukup
Cuxup

Jalass
Jelas.

Jelus,
/ ayat 1 butir a. Contoh : Pada ta -

hun 1987 ijin ditolak karena sesug
tu pelanggaran, maka untuk permo -
honan ijin tahun 1988 ditolak,

Jelas,

Jelas,

Jqlaﬂ ™

W ﬁlua »

Jelas.

Jelas,

Fasal 14 a. Uatuk hewan babi dapat dipotong

Cu’tup
Culcup
Pasal

Gukup
Pasal

Cukup
Cukup
vukup
Culcup
Cukup
Cukup
Cukup

sebelen diperiksa oleh juru perik-
sa ditempat pemilik/penguseha.

Jelas,

Jelas.

17 ayet 1. Agar bila terjadi penya -
kit menular, Bupati Kepala Dzerzh
dapet cepat mengambil tindakan -
yang diperlukan,

Jelas,
20 ayat 1. Sakit keras adaleh yanz -

bukan Lkareng penyakit, tetapi karg
na kecelakaan ( tertabrak, jatuh ,
tergelincir dan sebagainya ).

Jelasg,

Jelas,

23 ayat 2. laging disimpan/digantung
ditampat pelayuan kira-kira selama
6 JEm,

Jelas,

Jelas,

Jolas,

Julag,

Jelasg,

Jelas,

Jelas.

Cukup Jelas.
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